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SALINAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR 55 /POJK.04/2015
TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

Menimbang

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 21
Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka sejak
tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal termasuk terkait dengan pengaturan
mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja
Komite Audit beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan;
bahwa dalam rangka memberikan kejelasan dan kepastian
mengenai pengaturan terkait pembentukan dan pedoman
pelaksanaan kerja Komite Audit, maka peraturan
mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja
Komite Audit yang diterbitkan sebelum terbentuknya
Otoritas Jasa Keuangan perlu diubah ke dalam Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan
peraturan mengenai Pembentukan dan Pedoman
Pelaksanaan Kerja Komite Audit dengan menetapkan

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;



Mengingat

Menetapkan
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Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA
KOMITE AUDIT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud

dengan:

1.

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dan
bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam
membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan
Komisaris.

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris
yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan Publik dan
memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.



BAB II
KOMITE AUDIT

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki Komite Audit.

Bagian Kedua

Komposisi, Struktur Dan Keanggotaan

Pasal 3
Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan

Komisaris.

Pasal 4
Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota
yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari luar

Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 5

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Pasal 6
Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan
sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 33/POJK. 04/2014 tentang Direksi Dan Dewan

Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.
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Bagian Ketiga

Persyaratan Keanggotaan dan Masa Tugas

Pasal 7

Anggota Komite Audit:

a.

wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan,
pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang
pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan
khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan
usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit,
manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di
bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan
terkait lainnya;

wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan
oleh Emiten atau Perusahaan Publik;

bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus
melalui pendidikan dan pelatihan;

wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatar
belakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi
dan keuangan;

bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik,
Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau
pihak lain yang memberi jasa asurans, jasa non-asurans,
jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten
atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu
6 (enam) bulan terakhir;

bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai
wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan,
memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan
Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6
(enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen;
tidak mempunyai saham langsung maupun tidak
langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik;

Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham
Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun

tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham
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tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka
waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya
saham tersebut;

j- tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota
Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham
Utama Emiten atau Perusahaan Publik; dan

k. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung
maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan

usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 8
Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari
masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam
Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu)

periode berikutnya.

Bagian Keempat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang

Pasal 9
Komite Audit bertindak secara independen dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Pasal 10

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas

dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:

a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang
akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada
publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan
keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan
informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik;

b. melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan
perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan
Emiten atau Perusahaan Publik;

c. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi
perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas

jasa yang diberikannya;
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memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris
mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada
independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan
jasa;

melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan
oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak
lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan
manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika
Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi
pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;

menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses
akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau
Perusahaan Publik;

menelaah dan memberikan saran kepada Dewan
Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan
kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik; dan
menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi

Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai

wewenang sebagai berikut:

a.

mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau
Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan
sumber daya perusahaan yang diperlukan;
berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk
Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal,
manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan
tanggung jawab Komite Audit;

melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit
yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya
(jika diperlukan); dan

melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan

Komisaris.



BAB III
PIAGAM KOMITE AUDIT

Pasal 12
(1) Emiten atau Perusahaan Publik wajib memiliki piagam
Komite Audit.
(2) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:

tugas dan tanggung jawab serta wewenang;

b. komposisi, struktur, dan persyaratan keanggotaan;
c. tata cara dan prosedur kerja;

d. kebijakan penyelenggaraan rapat;

e. sistem pelaporan kegiatan;

f. ketentuan mengenai penanganan pengaduan atau

pelaporan sehubungan dugaan pelanggaran terkait
pelaporan keuangan; dan
g. masa tugas Komite Audit.
(3) Piagam Komite Audit sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
wajib dimuat dalam Situs Web Emiten atau Perusahaan

Publik.

BAB IV
PENYELENGGARAAN RAPAT

Pasal 13
Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1

(satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

Pasal 14
Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh
lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota.

Pasal 15
Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan

musyawarah untuk mufakat.



Pasal 16
Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat,
termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang
ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir

dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 17
Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris

atas setiap penugasan yang diberikan.

Pasal 18
Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan
kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan

Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.

Pasal 19
Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada
Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan
pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja

setelah pengangkatan atau pemberhentian.

Pasal 20
Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 wajib dimuat dalam
Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau

Perusahaan Publik.

BAB VI
KETENTUAN SANKSI

Pasal 21
(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang
Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang

mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak
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yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan

Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang

menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

a. peringatan tertulis;

b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah
uang tertentu;

C pembatasan kegiatan usaha;

d. pembekuan kegiatan usaha;

e. pencabutan izin usaha;

f.  pembatalan persetujuan; dan

g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g
dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi  administratif berupa  peringatan  tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara
tersendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 22
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
21 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan
tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran

ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23
Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku,
Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012

tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite
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Audit beserta Peraturan Nomor IX.I.5, yang merupakan

lampirannya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada

tanggal diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Desember 2015

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN,

ttd

MULIAMAN D. HADAD

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 29 Desember 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 406

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Sudarmaji



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 56 /POJK.04/2015
TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PEDOMAN PELAKSANAAN KERJA KOMITE AUDIT

UMUM

Bahwa sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang
pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal,
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa
Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas
Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke Otoritas Jasa Keuangan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu dilakukan penataan
kembali struktur Peraturan yang ada, khususnya yang terkait sektor Pasar
Modal dengan cara melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK terkait
sektor Pasar Modal menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Penataan
dimaksud dilakukan agar terdapat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
terkait sektor Pasar Modal yang selaras dengan Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan sektor lainnya.

Berdasarkan latar belakang pemikiran dan aspek tersebut, perlu
untuk melakukan konversi Peraturan Bapepam dan LK yaitu Peraturan
Nomor IX.I.5, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-643/BL/2012 tentang Pembentukan

dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 7 Desember 2012.



PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Anggota Komite Audit yang telah menjabat selama 2 periode tidak
dapat dipilih kembali.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Tugas dan tanggung jawab dimaksud tidak membatasi Komite Audit
untuk melakukan tindakan lain sepanjang tidak bertentangan dengan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini serta kelaziman praktik di dalam

negeri dan internasional.



Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.



Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.
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